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IMBAUAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

08 Juni 2023

Yth
Ketua Komlsi Pemilihan Umum Kota Malang
di - Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 lentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor & tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum;

2. Peraturan Bawaslu Nomor S Tahun 2OZ2 Tentang pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengawasan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar pemilih Dalam

Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan

Jadwal Penyelenggaan Pemilihan Umum;

5. PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tenlang penyusunan Daftar pemilih

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem lnformasi Data pemilih.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih sementara Hasil perbaikan Akhir (DpSHp Akhir)

dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Malang Mengimbau agar

KPU Kota Malang :

1. Melakukan Koordinasi dan rekonsiliasi data dengan :

a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan status kependudukan

pemilih TMS yang masih ditemukan pada daftar pemilih dan percepatan

perekaman KTP-el bagi pemilih non KTP-el;

b. TNI/Polri untuk menyamakan data anggota TNI dan Anggota polri Aktif akan

pension dalam rentang waktu penetapan DpT hingga hari pemungutan suara;

c. Dinas Sosial terkait data Disabilitas

d. Lapas terkait Pemilih di lokasi khusus Lapas;dan

e. lnstansi lain yang berkaitan dengan akurasi data pemilih.



2. Memastikan data kegandaan dihapus dalam DPT serta membuka data disabilitas

dan menuangkan dalam formular salinan penyusunan Dafiar pemilih;

3. Mempertimbangkan kembali TPS yang jumlah pemilihnya mendekati batas

maksimal;serta memperhatikan Pemilih tambahan dan DpK

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
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